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TEIITTAIYG

PEMBENTUKAN DEWAIT IIAKIM
MUSABAQAH TILAWATTL QUR'An (SrTQl KF_ XXXr

THSeIEAT IfiA{}PATE* TIAJ.MA}TTRA B#,R*:} ?AI+U}T 2;0.?,6-
DI KEICAITIATAIIT IBU

BUPATI HALMAHERA BAEAT

a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah
Tilar.r,atil Qur'am (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Halmahera Barat
Tahun '2a'26, perlu dibentuk Dewan Hakim -vang protesional rian
kompeten;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang
memiliki kemampuan, pengalaman, dan kompetensi yang sesuai <lan
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Dewan Hakim dimaksucl;

c. hahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksuct pacia hrrmf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang
Pembentukan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil eur'an (MTe) ke-XXXI
Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 di Kecamatan lbu;

1. undang-undang Nomor 60 Tahun 1g5B tentang penetapan unrlang-
undang i'iomor 23 Darurat Tahun 1957 ientang Pembeniukan Daerah-
daerah Swat.antra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

'2. undang undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten
Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. undang-undang Nomor 23 Tahun 'zol4 tentang pemerintahan Daerah;
4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oz2 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

instarrsi Verlikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ker,r.enagan

Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 2005 tentang Dana

Pertimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun z0lg tentang pengelolaan

Keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tainun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuanga Daerah;
l0.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1

/BtrR/MDN-MAG/ 1969 tentang Tugas pelaksanaan Aparatur
Pemerintah Daiam Menjamin Ketertiban dan Kelancarai'i Pelaksanaarri-iva
PengemLrangan dan Ibadah Agama Bagi pemeluknya;

ll.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
151 Tahun Lq77 dan Nomor 19 Tahun r97z tertang pemLrentukan
kmbaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

l2.Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1g89 tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja Lembaga pengemLragan Tilawatil eur,an
(LPrQl;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun Za2L
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Arc tentang
PemLrentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Dnza+.uai aL,
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l4.Peraturan Daerah Kabupaten l{almahera Barat Nomor 1 Tahun 2026
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2426;

l5.Peratiiran Bupati Halmahera Barat Nomor i Tahun 2*25 ien'iang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26;

MEMUTUSKAIl[

Membentuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXi
Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 20'26 di Kecamatan Ibu dengan
Susunan Dewan Hakim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan
ini.

Dewan Hakirn sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakarr

tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundaag-

undangan yang berlaku.

Dervan Hakim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Melakukan penilaian secara oirjektif dan proporsional pada setiap rnata
lomba;

2. Bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian masing-masing mata
lomba;

3. Dew'an Hakim trersifat mandiri dan dclak dapat di intervensi; dan
4. Keputusan Dewan Hakim bersifat final dan rnengikat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anrgaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pos Anggaran

DPA Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Kalrupat.en Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2O26.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dl.tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Juni 2026

BUPATI HALMAH

1. Ketua DPRD Kab. Halmal.era Barat di Jailolo,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara di sofifi,
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmaher Barat di Jailolo,
+. Anggota- Nlrr-spida Kab. Halmatrer:a Barat di.Iajlo1o,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Ha-lmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
7 - Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksana-lian.



: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : tufi /KptS/ vTl 2A26
TANGGAL : SJUNI 2026

: PEMBENTUI(AI{ DtrWAI.{ I{AKIM IvIUSABAQAH TILAWATIL QUR'Ai'[ KE-XXXI
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A26 DI KBCAMATAN IBLI

I. XETUA DTWAN PEITGAWAS : H. AKSA MUHAMMAD, S.Ag

II. PIMPIITAIT DEWAII IIAI{IM :

KETUA : DRS. H. MUDJAIS WALANDA, MM
SEKRETARIS : SALMIN FOMANYIRA, S.Hi

III. KTTUA.KETUA MA"IELIS HAIilM

LAMPIRAN

Ttri\iTAi\iG

1. Majelis Tilawah Qur'an

2. Majelis lH.lfz1l Qur'an

3. Majelis Fahmil Qur'an

4. Majelis Syarhil Al-Qur'an

5. Majelis Khattil Al-Qur'an

6. Mqjelis Karya Tulis Ilmiah

TI7

RAMLI SYAHDUN

H. MUJAIN PATTY, S.Pd, M.Pd.I

ZULKIFLY SYAH, S.Ag, M.Si

S1TI MASYITA LATTUPA, S.Ag

ALAM ABDULLAH

Al-Qur'an : H. ISMAIL LAITUPA, BA

v.

HAKIM ANGGO?A

1. HJ. MARNUN LAJAU, S.Pd.I

2. H. TARWAN H. HURAN, S.Ag, M.Pd

3. MAIIMUD HUSEN, S.Sos, M.Pol

4, HUD TENGKU, S.Pd

5. SAIFUL ALBAAR, S.Pd.I

6. SAiD HAMJA, S.Ag

DAlITTErlA

1. ZUL KADRI TJAN
,2. SAHLIA RAHIM

Ass. Bid. Pemr & Kesra

Kabag. Hukum & Orgs YAMES UANG


